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ABSTRAK 
Chandra Kusuma Prabawa. E0010087. 2016. TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN 
DANA DESA DI DESA TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa 
Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 
Tahun 2014 juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta hambatan-hambatan yang timbul 
dalam pengelolaan Dana Desa tersebut. 
Penelitian yang dilaksanakan penulis termasuk dalam jenis penelitian hukum empiris 
yang bersifat deskriptif, dengan menggunakan pendekatan kualitatif yakni suatu metode 
penelitian yang menghasilkan data deskriptif analitis yaitu apa yang dinyatakan oleh responden 
secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, yang diteliti dan dipelajari sebagai 
sesuatu yang utuh. Penelitian ini menggunakan data primer serta data sekunder. Teknik 
pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu wawancara dan observasi. 
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan dalam pengelolaan Dana 
Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman telah sesuai dengan Undang-
undang yang berlaku, namun dalam pengelolaannya tidak luput dari hambatan-hambatan yang 
terjadi dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan yang dikucurkan oleh Desa Triharjo 
dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu terjadi karena pihak 
pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan adanya Dana Desa. Maka perlu adanya sosialisasi 
terkait pelaksanaan teknis pengelolaan Dana Desa yang dilakukan secara rutin agar dalam 
pengimplementasiannya sesuai dengan apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait. 
Kata kunci: Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, Dana Desa, Pengelolaan 
  
ABSTRACT 
Chandra Kusuma Prabawa. E0010087. 2016. JURIDICAL REVIEW OF VILLAGE FUND 
MANAGEMENT AT TRIHARJO VILLAGE IN SLEMAN SUB-DISTRICT OF 
SLEMAN DISTRICT 
This research aims to find out how was the management of Village Fund at Triharjo 
village in Sleman sub-district of Sleman District. Based on Government Regulation No 60 of 
2014 juncto Government Regulation No. 22 of 2015 about Village Fund sourced from State 
Budget and Expenditure as well as analyze the obstacles that arise in the management of the 
Fund. 
The author of this research choose the empirical legal research with descriptive 
character using qualitative approach, research method that generates descriptive analytical data 
that is stated by the respondents according to their writing or orally also real behavior, that is 
researched and studied as a whole. This research uses the secondary and primary sources. While 
the sources collection technique carried out trough  interview and observation. 
Considering the result of research and discussion, it could be stated that the management 
of Village Fund at Triharjo village in Sleman sub-district of Sleman District were appropriate 
with the applicable law, but it still have obstacles that occurred because of the late report from 
the country side which got the stimulants fund of Village Fund at Triharjo village. The late 
report occurred because of the country side people still unfamiliar with the existence of Village 
Fund. So that, a socialization concerning on technical management of the Village Fund is 
needed. This socialization purpose is to adjust the implementation of the applicable Law 
concerning on Village Fund Management. 
 
Keywords: State Budget and Expenditure, Village Fund, Management 
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PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah 
Pemerintah Indonesia terus mengupayakan peningkatan pelaksanaan pembangunan 
nasional agar laju pembangunan daerah serta laju pembangunan desa dan kota semakin 
seimbang dan serasi. Namun pembangunan nasional pada pelaksanaannya masih dihadapkan 
dengan masalah pokok pembangunan seperti ketimpangan pembangunan antara desa dan 
kota di Indonesia. Ketimpangan tersebut terjadi karena banyak faktor yang 
mempengaruhinya sehingga pembangunan di Indonesia tidak merata dan berdampak pada 
tingginya kemiskinan di Indonesia. Maka dari itu, perlu dilakukan upaya pemerataan 
pembangunan yaitu dengan mulai memfokuskan pembangunan pada seluruh daerah hingga 
pada desa – desa di Indonesia. 
Pembangunan desa mempunyai peranan yang sangat penting dan strategis dalam 
rangka Pembangunan Nasional dan Pembangunan Daerah, karena di dalamnya terkandung 
unsur pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. Selain itu, pembangunan desa dapat 
menyentuh secara langsung kepentingan sebagian besar masyarakat yang bermukim di 
perdesaan dalam rangka upaya meningkatkan kesejahteraan mereka. Dalam pembangunan 
desa pemerintahan desa berkedudukan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan 
pemerintahan di Indonesia, sehingga desa memiliki kewenangan, tugas dan kewajiban untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.  
Masyarakat internasional sering menyebut pemerintah desa dengan istilah “local 
government”. Peran pemerintahan ditingkat lokal/desa tersebut diakui memberi pengaruh 
pada pembangunan, sebagaimana pendapat dibawah ini:  
“It is acknowledged that local governance constitutes the most critical level of 
governance where the momentum to sustain national development can be created. Local 
governance is a system of devolution of powers to the local authority to provide services 
of local nature. (Diakui bahwa pemerintahan local merupakan tingkat yang paling kritis 
dalam pemerintahan dimana momentum untuk melanjutkan pembangunan nasional dapat 
dilakukan. Tata pemerintahan lokal adalah sistem pengalihan kekuasaan kepada otoritas 
lokal untuk menyediakan layanan yang bersifat lokal)” (Abdur-rahman Olalekan 
Olayiwola, 2013: 41) 
Upaya peningkatan dan pemerataan kemampuan pemerintah desa di seluruh 
Indonesia mutlak diperlukan untuk mempercepat pembangunan di segala bidang. Salah satu 
strateginya oleh Talizudhu Ndaraha disebutkan bahwa desentralisasi pembangunan sampai 
ke desa, di mana bermakna bahwa konsep “bhinneka” dalam lambang negara menjadi jelas 
serta asas desentralisasi mengisi konsep rumah tangga desa (Taliziduhu Ndraha, 1991: 188) 
Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian secara 
yuridis normatif juga telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya diakui 
kewenangan-kewenangan tradisionalnya menurut Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan:  
“Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta 
hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan 
masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam 
Undang-undang”. 
Kehadiran Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menjadi bahan kajian 
menarik yang diharapkan memperkuat otonomi desa serta percepatan pembangunan. 
Pimpinan Pansus Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Budiman Sudjatmiko 
menggambarkan implikasi asas pengakuan, subsidiaritas dan pemberdayaan dengan alur 
yakni kesatuan kewenangan skala lokal desa digunakan untuk melakukan perencanaan 
keuangan guna melangsungkan pelaksanaan pembangunan desa. 
(BudimanSudjamiko,http://kkn.bunghatta.ac.id/downloadIsu%20Strategis%20UU%20Desa.p
df.html.pdf.html, diakses 15 Februari 2016). 
Anggaran setiap desa di seluruh Indonesia akan mendapatkan dana yang 
penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah desa dengan pertimbangan diantaranya 
adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis 
dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal 
tersebut, kini hangat diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 terkait dengan keuangan desa di mana salah satu sumber dana desa berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). 
Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi 
anggaran yg peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer 
ke daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung berdasarkan jumlah 
desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas 
wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan kesejahteraan dan 
pemerataan pembangunan desa. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dibentuk Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Negara. Ketentuan Umum Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014, disebutkan :  
“Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan 
kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.” 
Dana Desa yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (2) PP No. 60 Tahun 2014 adalah dana 
yang dimaksud dalam Pasal 72 ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. 
Dana Desa tersebut dijelaskan lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan 
Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan desa adalah serangkaian kegiatan 
yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban. 
Suatu penguatan pengelolaan dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan 
untuk mencegah atau setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta 
terwujudnya tujuan pem0bangunan desa (Sujamto, 1987: 66). 
Dana Desa merupakan hal yang baru bagi Pemerintahan Daerah, khususnya 
Pemerintah Desa di seluruh Indonesia. Dana APBN senilai Rp 59,2 triliun diberikan untuk 74 
ribu desa se-Indonesia. Mengacu pada banyaknya kasus korupsi yang terjadi dalam proses 
pendistribusian anggaran pusat ke daerah (misal: kasus korupsi dalam Bansos, dana BOS dan 
Dana Alokasi Khusus Pendidikan) tentunya perlu ada mekanisme dan peraturan yang jelas 
untuk mencegah hal tersebut terjadi. Saat ini kelengkapan regulasi dalam pengelolaan dana 
desa dirasa masih minim. Maka dari itulah, topik mengenai pengelolaan dana desa ini 
menjadi kajian yang menarik dan sangat diperlukan dalam kemajuan perkembangan 
Pemerintah Desa. Sekitar 74 ribu desa tersebut, salah satu desa yang mendapatkan Dana 
Desa adalah Desa Triharjo di Kecamatan Sleman, Kabupaten Sleman Provinsi Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Desa Triharjo ini mempunyai 12 Pedukuhan yang sebagian besar 
wilayahnya merupakan lahan pertanian dan mayoritas penduduk bekerja di bidang ini. 
Namun sebagai wilayah yang termasuk dalam Kecamatan Sleman, desa ini terletak agak jauh 
dari kota Yogyakarta dan berkembang menjadi tujuan/arah kegiatan masyarakat di wilayah 
kecamatan sekitarnya, sehingga menjadi pusat pertumbuhan dan merupakan wilayah sub 
urban. Oleh karena itu, Desa Triharjo merupakan desa yang sedang gencar melakukan 
pembangunan, dalam hal ini tentu saja munculnya Dana Desa di Desa Triharjo sangatlah 
membantu pembangunan desa. 
Berdasarkan uraian latar belakang di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan 
mengkaji lebih dalam dan menuangkannya ke dalam sebuah tulisan yang berbentuk skripsi 
dengan judul: “TINJAUAN YURIDIS PENGELOLAAN DANA DESA DI DESA 
TRIHARJO KECAMATAN SLEMAN KABUPATEN SLEMAN”. 
  
B. Perumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, penulis menyusun 
sebuah rumusan masalah untuk dikaji dalam pembahasan. Adapun rumusan masalah yang 
dibahas dalam penelitian ini yaitu:  
1. Bagaimana pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman 
Kabupaten Sleman? 
2. Apa saja hambatan-hambatan yang timbul dalam pengelolaan Dana Desa di Desa 
Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman? 
 
C. Tujuan Penelitian 
Tujuan merupakan target yang ingin dicapai sebagai pemecahan atas permasalahan 
yang dihadapi (tujuan obyektif) maupun untuk memenuhi kebutuhan perorangan (tujuan 
subyektif). Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah: 
a. Tujuan Obyektif 
1) Untuk mengetahui terkait Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan 
Sleman Kabupaten Sleman. 
2) Untuk mengetahui hambatan-hambatan yang timbul serta cara mengatasinya 
dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupten 
Sleman. 
b. Tujuan Subyektif 
1) Untuk menambah, memperluas wawasan, pengetahuan, dan kemampuan penulis 
dalam Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten 
Sleman; 
2) Untuk memenuhi persyaratan akademis guna memperoleh gelar kesarjanaan 
dalam Program Studi Ilmu Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta; 
3) Sebagai cara untuk menerapkan serta mendalami teori dan ilmu pengetahuan yang 
telah diperoleh selama menempuh kuliah di Fakultas Hukum Universitas Sebelas 
Maret Surakarta. 
 D. Manfaat Penelitian 
Hasil penelitian yang diharapkan dapat memberikan manfaat dan kegunaan yang 
dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang diharapkan sehubungan 
dengan penelitian ini adalah 
a. Manfaat Teoritis 
1) Diharapkan penelitian ini dapat memberikan pengetahuan serta pemikiran 
yang bermanfaat bagi perkembangan ilmu pengetahuan hukum pada 
umumnya serta ilmu hukum tata negara pada khususnya mengenai 
pengelolaan Dana Desa; 
2) Memberikan sumbangan pemikiran dan suatu gambaran yang lebih nyata 
mengenai pengelolaan Dana Desa yang dikelola oleh desa triharjo kecamatan 
sleman kabupaten sleman; 
3) Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan acuan bagi penelitian 
lainnya yang sejenis. 
b. Manfaat Praktis 
1) Memberikan masukan serta pengetahuan bagi para pihak yang berkompeten 
dan terkait langsung dengan penelitian ini; 
2) Meningkatkan wawasan dalam pengembangan pengetahuan bagi peneliti 
akan permasalahan yang diteliti, dan dapat dipergunakan sebagai bahan 
masukan dan referensi bagi peneliti selanjutnya yanhg berminat pada hal 
yang sama; 
3) Untuk melatih penulis dalam mengungkapkan permasalahan tertentu secara 
sistematis dan berusaha memecahkan permasalahan yang ada dengan 
metode ilmiah. 
E. Metode Penelitian 
Penelitian adalah suatu usaha untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji 
kebenaran hipotesa atau ilmu pengetahuan yang dilakukan dengan menggunakan metode 
ilmiah. Penelitian dapat dibedakan menjadi dua yaitu penelitian doktrinal dan non doktrinal. 
Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan know-how dalam ilmu hukum, bukan sekedar 
know-about. Sebagai kegiatan know-how, penelitian hukum dilakukan untuk memecahkan 
isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2013: 60). Metode penelitian merupakan 
serangkaian kegiatan ilmiah yang dilakukan secara metodologis, sistematis, dan konsisten 
untuk memperoleh data yang lengkap dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah sehingga 
tujuan penelitian dapat tercapai. Adapun metode yang digunakan dalam penulisan hukum ini 
adalah : 
a. Jenis Penelitian 
Jenis Penelitian yang digunakan penulis adalah jenis penelitian empiris atau 
sosiologis yaitu penelitian yang mengkaji hukum dalam realitas atau kenyataan di 
dalam masyarakat/mengenai perilakunya (Soerjono Soekanto, 2010:51). Pada 
penelitian hukum jenis ini yang diteliti pada awalnya adalah data sekunder untuk 
kemudian dilanjutkan dengan penelitian pada data primer dilapangan atau masyarakat 
(Soerjono Soekanto, 2010:52). 
b. Sifat Penelitian 
Penulisan hukum ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang dimaksudkan 
untuk memberikan gambaran sedetail dan sejelas mungkin mengenai masalah yang 
diteliti. Sifat penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti 
mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya, terutama untuk 
mempertegas hipotesa-hipotesa, agar dapat membantu dalam memperkuat teori-teori 
lama, atau didalam kerangka menyusun teori-teori baru. (Soerjono Soekanto, 
2010:10). 
c. Pendekatan Penelitian 
Pendekatan Penelitian yang akan digunakan penulis adalah pendekatan 
kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan tata cara penelitian yang menghasilkan tata 
cara deskriptif, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan, dan 
perilaku nyata (Soerjono Soekanto, 2010:32) 
d. Lokasi Penelitian 
Penelitian dilakukan penulis dengan mengambil lokasi Desa Triharjo 
Kecamatn Sleman Kabupaten Sleman guna memperoleh data yang diperlukan 
e. Jenis dan Sumber Data Penelitian 
Secara umum dalam penelitian dibedakan antara data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat dan dari bahan pustaka. Data yang diperoleh secara 
langsung dari masyarakat dinamakan data primer, sedangkan data yang diperoleh dari 
bahan-bahan kepustakaan ialah data sekunder (Soerjono Soekanto, 2010: 51). Data 
Primer adalah data yang bersumber dari penelitian lapangan yaitu suatu data yang 
diperoleh langsung dari sumber pertama di lapangan baik dari responden maupun 
informan yang dilaksanakan dengan wawancara. Sementara, data sekunder adalah 
suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yaitu data yang diperoleh tidak 
langsung dari sumber pertamanya melainkan bersumber dari data-data yang sudah 
terdokumenkan dalam bentuk bahan-bahan hukum (Soerjono Soekanto, 2010: 24). 
Bahan hukum tersebut terdiri atas Bahan Hukum Primer dan Bahan Hukum Sekunder 
yaitu : 
 
1. Bahan Hukum Primer : yaitu Asas hukum dan kaidah hukum. Perwujudan asas 
hukum dan kaidah hukum ini dapat berupa Peraturan Dasar atau Konstitusi dan 
Peraturan perundang-undangan. Adapun bahan hukum primer yang digunakan 
Penulis diantaranya adalah Pasal 18 18B Undang-Undang Dasar 1945, Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014 
tentang Dana Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang 
Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2014, Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, 
Peraturan Mentri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 
5 Tahun 2015  Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2015,  
Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Desa serta dalam penelitian ini didukung oleh hasil wawancara 
lapangan dengan narasumber Kepala Desa Triharjo, Perangkat Desa di Desa 
Triharjo, Badan Permusyawarahan Daerah dan Tokoh Masyarakat Setempat. 
2. Bahan Hukum Sekunder adalah: Publikasi Hukum, Internet dengan menyebut 
nama situsnya, Rancangan Undang-Undang, Hasil Karya Ilmiah Para Sarjana, 
hasil-hasil penelitian, buku-buku Hukum (Text Books) jurnal-jurnal Hukum. 
3. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan informasi tentang 
bahan hukum sekunder, meliputi : Bibliografi, indek komulatif. Di samping itu, 
termasuk pula kamus hukum dan ensiklopedia. 
f. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan teknik untuk mengumpulkan dari salah 
satu atau beberapa sumber data yang ditentukan untuk memperoleh data yang lengkap. 
Pengumpulan data dalam suatu penelitian merupakan hal yang sangat penting dalam 
penulisan (Lexy.J.Meleong, 2009 : 216). Pada penelitian ini digunakan teknik 
pengumpulan data sebagai berikut:  
1. Studi lapangan 
Penelitian lapangan yang digunakan oleh penulis adalah dengan cara wawancara 
(interview). Wawancara adalah percakapan atau tanya jawab dengan maksud 
tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara yang mengajukan 
pertanyaan dan yang diwawancarai memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut 
(Lexy J.Moleong, 2009 : 186). 
2. Studi pustaka 
Teknik pengumpulan data dengan mempelajari dan menghimpun data dari buku-
buku, literatur, jurnal, peraturan perundang-undangan, dokumen resmi dari kantor 
kepala Desa Triharjo Kecamatn Sleman Kabupaten Sleman, laporan penelitian 
terdahulu, dan pustaka lain yang berhubungan dengan penelitian  
g. Teknik Analisis Data 
Teknik Analisis Data yang digunakan dalam penulisan hukum ini adalah 
kualitatif, yaitu data yang diperoleh disusun secara sistematis dan dianalisis secara 
kualitatif dengan menguraikan data dalam bentuk penulisan skripsi. Dalam teknis 
secara analisis ini terdapat tiga komponen utamanya, yaitu: (H.B.Sutopo, 2002:113-
116). 
1. Reduksi Data 
Reduksi data merupakan proses penyeleksian, pemfokusan, penyederhanaan, 
dan abstraksi data yang diperoleh dari data yang kasar yang dimuat dicatatan 
tertulis (fieldnote). 
2. Penyajian Data 
Sajian data berupa rangkaian informasi yang tersusun dalam kesatuan bentuk 
narasi yang memungkinkan untuk dapat ditarik suatu kesimpulan dari 
penelitian yang dilakukan. Selain dalam bentuk narasi kalimat, sajian data 
dapat pula ditampilkan dengan berbagai jenis matriks, gambar, jaringan kerja, 
kaitan kegiatan dan juga model tabel 
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasinya 
Penarikan kesimpulan adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh peneliti yang 
perlu untuk diverifikasi, berupa suatu pengulangan dari tahap pengumpulan 
data yang terdahulu dan dilakukan secara lebih teliti setelah tersaji. Penarikan 
kesimpulan dan verivikasinya merupakan tahap akhir dari suatu penelitian yang 
dilakukan dengan didasarkan pada semua hal yang ada dalam reduksi maupun 
penyajian data. Teknik analisis kualitatif dengan model interaktif dapat 
digambarkan dengan skema seperti berikut ini Teknik Analisis Data (H.B 
Sutopo, 2002 : 96). 
F. Sistematika Penulisan Hukum 
Sistematika penulisan Hukum yang sesuai dengan aturan baru dalam penulisan 
Hukum, maka penulis menyiapkan suatu sistematika penulisan Hukum guna mendapatkan 
gambaran yang menyeluruh mengenai objek penelitian. Adapun sistematika penulisan hukum 
(skripsi) ini terdiri atas 4 (empat) bab dimana tiap bab terbagi beberapa sub bab yang 
dimaksudkan untuk memudahkan pemahaman terhadap keseluruhan hasi penelitian ini. 
Sistematika penulisan hukum ini adalah sebagai berikut: 
 
BAB I  PENDAHULUAN 
Bab ini mengemukakakn mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, 
tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan 
hukum. 
BAB II TINJAUAN PUSTAKA 
Bab ini memaparkan sejumlah landasan teori dari para pakar dan doktrin hukum 
berdasarkan literatur-literatur yang berhubungan dengan permasalahan penelitian 
yang di angkat. Tinjauan pustaka dibagi menjadi 2 (dua) yaitu : 
A. Kerangka teori, yang meliputi:  
1. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Daerah 
2. Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa 
3. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Negara 
4. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
5. Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Desa dan Dana Desa 
B. Kerangka pemikiran, yang berisikan gambaran alur berpikir penulis 
berupa konsep yang dijabarkan dalam bentuk bagan disertai keterangan 
yang menggabarkan cara pemikiran penulis. 
BAB III  PEMBAHASAN 
Bab ini menguraikan mengenai hasil penelitian yang diperoleh di lapangan dan 
pembahasannya yang dihubungkan dengan fakta dan data dari kepustakaan 
mengenai pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten 
Sleman 
BAB IV PENUTUP 
Bab ini penulis mengemukakan kesimpulan dari hasil penelitian serta memberikan 
saran yang relevan dengan penelitian terhadap pihak-pihak yang terkait dengan 
penelitian tersebut. 
DAFTAR PUSTAKA 
LAMPIRAN 
 
  
 BAB II 
TINJAUAN PUSTAKA 
A. Kerangka Teori 
2) Tinjauan Umum tentang Pemerintahan Daerah 
Pengertian Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 
2014 adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan 
DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-
luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menguraikan mengenai penyebutan 
“Prinsip Otonomi” dengan beberapa asas menjadi: 
a. Desentralisasi 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 Ayat (8) 
pengertian desentralisasi adalah Penyerahan wewenang pemerintahan oleh 
pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan 
pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
Konsep desentralisasi di Indonesia yaitu: 
1) Dalam kaitannya dengan bangun negara, 2 nilai telah dicapai konsensus 
nasional oleh the founding fathers, yaitu Negara Kesatuan dan 
desentralisasi. Hal ini berarti penyelenggaraan negara bangsa dianut 
pemikiran sentralisasi dan desentralisasi merupakan kontinum dan tidak 
dikotomi. 
2) Asas sentralisasi dan dekonsentrasi untuk mencirikan negara bangsa. 
3) Desentralisasi yang dianut mengakomodasikan aspirasi kemajemukan 
masyarakat dan daerah serta pendemokrasian 
Tujuan desentralisasi yaitu : 
1) Merupakan nilai – nilai dari komunitas politik yang dapat berupa kesatuan 
bangsa (national unity). 
2) Pemerintahan demokrasi. 
3) Kemandirian sebagai penjelmaan dari otonomi, efisiensi administrasi, dan 
pembangunan sosial ekonomi. 
 Elemen – elemen desentralisasi yaitu : 
1) Desentralisasi mengharuskan adanya pembatasan daerah, yang didasarkan 
pada prinsip-prinsip nilai administratif dan politik tertentu, dimana guna 
memenuhi kebutuhan atau kehendak komunitas dan pembatasan daerah 
harus mencerminkan pola pemukiman dan distribusi spasial. 
2) Pengalihan kekuasaan kepada pemerintah daerah untuk kekuatan politik 
harus dibuat peta politik yang memisahkan suatu komunitas dengan 
komunitas lain dan dapat dihubungkan dengan banyak faktor lain seperti 
sejarah, bahasa, kebudayaan dan tradisi. 
3) Prinsip efisiensi dapat diberlakukan dalam pembagian daerah kekuasaan, 
sehingga pembatasan daerah mengandung gagasan tentang ukuran dan 
bentuk optimal yang ditetapkan secara teknis 
(http://www.organisasi.org/1970/01/definisi-pengertian-sentralisasi-dan-
desentralisasi-ilmu-ekonomi-manajemen.html, diakses 15 Februari 2016 ). 
b. Dekonsentrasi 
Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat (9) 
dijelaskan bahwa dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan 
yang menjadi kewenangan Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil 
Pemerintah Pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, dan/atau kepada 
gubernur dan bupati/wali kota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan 
umum. 
 
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi Daerah, memiliki 
hak sebagai berikut: 
a. Mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahannya; 
b. Memilih pimpinan daerah; 
c. Mengelola aperatur daerah; 
d. Mengelola kekayaan daerah; 
e. Memungut pajak daerah dan retribusi daerah; 
f. Mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber 
daya lainnya yang berada di daerah; 
g. Mendapatkan sumber-sumber pendapatan lain yang sah; 
h. Mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam Peraturan Perundang-
undangan. 
Kewajiban daerah dalam penyelenggaraan otonomi daerah adalah sebagai 
berikut:  
a. Melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan 
nasional, serta keutuhan NKRI; 
b. Meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat; 
c. Mengembangkan kehidupan demokrasi; 
d. Mewujudkan keadilan dan pemerataan; 
e. Meningkatkan pelayanan dasar pendidikan; 
f. Menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan; 
g. Menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak; 
h. Mengembangkan sistem jaminan sosial; 
i. Menyusun perencanaan dan tata ruang daerah; 
j. Mengembangkan sumber daya produktif di daerah; 
k. Melestarikan lingkungan hidup; 
l. Mengelola administrasi kependudukan; 
m. Melestarikan nilai sosial budaya; 
n. Membentuk dan menetapkan Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan 
kewenangannya; 
o. Kewajiban lain yang diatur dalam peraturan Perundang-undangan. 
Hak dan kewajiban daerah tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja 
pemerintah daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan 
daerah yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah, yang dilakukakan 
secara efisien, efektif, transparan, akuntabel, tertib, adil, patut, dan taat pada peraturan 
perundang-undangan (Siswanto Sunarno, 2012: 57-58).  
 
3) Tinjauan Umum tentang Pemerintah Desa 
Khaeril, dalam Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan mengutip buku Hanif 
Nurcholis (2011: 231) yang menyebutkan “Visi founding father tentang desa adalah, 
“terwujudnya desa yang makmur, aman, tertib, sentosa, guyub, modern dan 
demokratis. Sedangkan misinya adalah menarik desa dalam sistem pemerintahan 
formal, tidak membiarkan desa tetap berada di luar sistem sebagaimana pemerintahan 
kolonial memperlakukan desa. Strateginya adalah menjadikan desa sebagai daerah 
otonom melalui penyelidikan, penataan ulang dan pembinaan yang sungguh-sungguh” 
(Khaeril Anwar, Jurnal IUS, Agustus 2015: 208). 
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 1 ayat 43 menjelaskan bahwa 
yang dimaksud Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, 
selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, 
kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, 
dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara 
Kesatuan Republik Indonesia. 
Pasal 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang 
dimaksud Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang 
berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan,kepentingan 
masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat,hak asal,usul,dari/atau hak 
tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. Kemudia Pasal 2 yang dimaksud Pemerintahan Desa adalah 
penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam 
sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.  
Penjelasan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud Pemerintahan desa 
adalah Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan 
kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik Indonesia. 
Desa dapat melakukan perbuatan hukum, baik hukum publik maupun hukum 
perdata, memiliki kekayaan, harta benda, dan bangunan serta dapat dituntut dan 
menuntut di Pengadilan. Untuk itu Kepala Desa dengan persetujuan Badan 
Permusyawaratan Desa mempunyai wewenang untuk melakukan perbuatan hukum 
dan mengadakan perjanjian yang saling menguntungkan. Desa memiliki sumber 
pembiayaan berupa pendapatan desa bantuan pemerintah daerah, pendapatan lain-lain 
yang sah, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa (Widjaja, 2003: 3). 
Kepala Desa adalah kepala pemerintahan desa. Kepala desa mempunyai tugas 
pokok memimpin dan mengkoordinasikan pemerintah desa dalam melaksanakan 
sebagian urusan rumah tangga desa, urusan pemerintahan umum, pembinaan dan 
pembangunan masyarakat serta menjalankan tugas pembantuan dari pemerintah 
atasnya. Kepala Desa memimpin para staf/pembantunya menyelenggarakan 
pemerintahan desa. Sedangkan Sekretaris Desa adalah staf yang memimpin Sekretariat 
Desa. Sekretariat desa bertugas membantu kepala desa di bidang pembinaan 
administrasi dan memberikan pelayanan teknis administrasi kepada seluruh perangkat 
pemerintah desa. Sekretaris desa diisi oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang 
memenuhi persyaratan (Hanif Nurcholis, 2005: 139). 
Undang-Undang Pemerintah Daerah mengakui otonomi yang dimiliki oleh 
desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepala desa melalui pemerintah desa dapat 
diberikan penugasan ataupun pendelegasian dari Pemerintah ataupun pemerintah 
daerah untuk melaksanakan urusan pemerintah tertentu. Sedang terhadap desa di luar 
desa geneologis yaitu desa yang bersifat administratif seperti desa yang dibentuk 
karena pemekaran desa ataupun karena transmigrasi ataupun karena alasan lain yang 
warganya pluralistis, majemuk, ataupun heterogen, maka otonomi desa akan diberikan 
kesempatan untuk tumbuh dan berkembang mengikuti perkembangan dari desa itu 
sendiri (Titik Triwulan Tutik, 2010 : 151). 
Kartohardikoesomo menjelaskan yang dimaksud dengan otonomi desa adalah 
hak, kewenangan dan kewajiban untuk mengatur dan mengurus rumah tangga sendiri 
tidak hanya perorangan tetapi kepentingan masyarakatnya (Bayu Surianingrat, 1992: 
140). Selain itu, Widjaja juga menyebutkan bahwa otonomi desa merupakan otonomi 
yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah, 
sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki desa 
tersebut (Widjaja, 2003: 165) 
Pengelolaan kekayaan desa merupakan salah satu bentuk otonomi desa. 
Berdasarkan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dalam melaksanakan 
tugas, kewenangan, hak dan kewajiban Kepala Desa wajib : 
a. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun 
anggaran kepada Bupati/Walikota. 
b. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap pada akhir 
masa jabatan kepada Bupati/Walikota. 
c. Memberikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis 
kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran 
d. Memberikan dan/atau menyebarkan informasi penyelenggaraan pemerintahan 
secara tertulis kepada masyarakat desa setiap akhir tahun anggaran. 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 jo Peraturan Pemerintah Nomor 
47 Tahun 2015 dalam Bab III Pasal 33 menjelaskan kewenangan desa meliputi: 
a. kewenangan berdasarkan hak asal usul; 
b. kewenangan lokal berskala desa; 
c. kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau 
pemerintah daerah kabupaten/kota; dan 
d. kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah, pemerintah daerah provinsi, 
atau pemerintah daerah kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 
Pasal 34 menjelaskan mengenai Kewenangan Desa berdasarkan hak asal usul 
sebagaimana maksud dalam Pasal 33 huruf a paling sedikit terdiri atas: 
a. sistem organisasi masyarakat adat; 
b. pembinaan kelembagaan masyarakat; 
c. pembinaan lembaga dan hukum adat; 
d. pengelolaan tanah kas desa; dan 
e. pengembangan peran masyarakat Desa. 
Kewenangan lokal berskala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf 
b paling sedikit terdiri atas kewenangan: 
a. pengelolaan tambatan perahu; 
b. pengelolaan pasar Desa; 
c. pengelolaan tempat pemandian umum; 
d. pengelolaan jaringan irigasi; 
e. pengelolaan lingkungan permukiman masyarakat Desa; 
f. pembinaan kesehatan masyarakat dan pengelolaan pos pelayanan terpadu; 
g. pengembangan dan pembinaan sanggar seni dan belajar; 
h. pengelolaan perpustakaan Desa dan taman bacaan; 
i. pengelolaan embung Desa; 
j. pengelolaan air minum berskala Desa; dan 
k. pembuatan jalan Desa antar permukiman ke wilayah pertanian. 
Kewenangan selain yang dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Menteri dapat 
menetapkan jenis kewenangan desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan 
lokal. Ketentuan ayat (3) Pasal 34 diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 47 Tahun 2015 yang berbunyi sebagai berikut (3) “Selain kewenangan 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), menteri yang menyelenggarakan 
urusan pemerintahan di bidang pemerintahan dalam negeri menetapkan jenis 
kewenangan Desa sesuai dengan situasi, kondisi, dan kebutuhan lokal”. 
 
4) Tinjauan Umum tentang Pengelolaan Keuangan Negara 
Keuangan negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 pada 
pasal 1 butir 1 menjelaskan bahwa “Keuangan Negara adalah semua hak dan 
kewajiban Negara yang dapat dinilai denga uang, serta segala sesuatu baik berupa 
uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan 
pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut”. Menurut Peraturan Pemerintah Republik 
Indonesia No. 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah adalah 
keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, 
pelaporan, pertanggungjawaban dan pengawasan keuangan daerah”. Pengelolaan 
keuangan daerah harus bertumpu pada kepentingan publik (public oriented). Hal ini 
tidak saja terlihat pada besarnya porsi pengalokasian anggaran untuk kepentingan 
publik, tetapi juga terlihat pada besarnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, 
palaksanaan dan pengawasan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah yang 
transparan, efektif dan efesien akan menambah akuntabilitas pemerintah daerah 
terhadap masyarakatnya. Memberdayakan dan menciptakan ruang bagi masyarakat 
untuk ikut serta (berpartisipasi) dalam proses pembangunan. 
Undang-undang Nomor 17 tahun 2003 merupakan reformasi sistem keuangan 
negara yang meliputi :  
a) Reformasi penyusunan dan penetapan anggaran,  
b) Reformasi pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran,  
c) Reformasi pengawasan anggaran (audit) 
Pokok-pokok isi yang terkandung didalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 
2003 tentang Keuangan Negara adalah  
a) Umum,  
b) Kekuasaan Atas Pengelolaan Keuangan Negara,  
c) Penyusunan dan Penetapan APBN,  
d) Penyusunan dan Penetapan APBD,                 
e) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Bank Sentral, 
Pemerintah Daerah/Lembaga Asing,  
f) Hubungan Keuangan Antara Pemerintah dan Perusahaan 
Negara/Daerah/Swasta Serta Badan Pengelola Dana Masyarakat,  
g) Pelaksanaan APBN dan APBD,  
h) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBN dan APBD,  
i) Ketentuan Pidana, Sanksi Administrasi dan Ganti Rugi. 
Lingkup keuangan Negara sebagaimana dimaksud pada pasal 2 butir a 
meliputi:  
a) Hak negara untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan 
uang dan melakukan pinjaman,  
b) Kewajiban negara untuk menyelenggarakan tugas layanan umum 
pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga,  
c) Penerimaan Negara,  
d) Pengeluaran Negara,  
e) Penerimaan Daerah,  
f) Pengeluaran Daerah,  
g) Kekayaan negara/kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh 
pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak 
lain yang dapat dinilai dengan uang termasuk kekayaan yang 
dipisahkan pada perusahaan negara/perusahaan daerah,  
h) Kekayaan lain yang dikuasai pemerintah dengan rangka 
penyelenggaraan tugas pemerintahan dan/atau kepentingan umum,  
i) Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas 
yang diberikan pemerintah 
Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang demikian luas selanjutnya dapat 
dikelompokan kedalam:  
a) Sub Biang Pengelolaan Fiskal,  
b) Sub Bidang Pengelolaan Moneter,  
c) Sub Bidang Pengelolaan Keuangan Negara yang Disahkan (Penjelasan 
UU No. 17 tahun 2003 butir 3). 
Pengaturan Kekuasaan atas Pengelolaan Keuangan Negara sebagaimana 
disebutkan didalam pasal 6, dapat dijelaskan sebagai berikut:  
a) Presiden : selaku Kepala Pemerintahan memegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan negara sebagai bagian dari kekuasaan 
pemerintahan. Sebagian dari kekuasaan tersebut 
dikuasakan/diserahkan:  
b) Menteri Keuangan : selaku pengelola fiskal dan wakil pemerintah 
dalam kepemilikan kekayaan negara yang dipisahkan,  
c) Menteri/ pimpinan lembaga : Pengguna anggaran/ pengguna barang 
kementrian negara/lembaga yang dipimpinnya,  
d) Gubernur/bupati/walikota : selaku kepala pemerintahan di daerah dan 
mewakili pemerintah daerah dalam kepemilikan kekayaan daerah yang 
dipisahkan,  
e) Tidak termasuk kewenangan dibidang moneter yang meliputi antara 
lain mengeluarkan dan mengedarkan uang, yang diatur dengan undang-
undang. 
 
5) Tinjauan Umum tentang Keuangan Daerah 
Hubungan  antara  pusat  dan  daerah  merupakan  sesuatu   yang  banyak 
diperbincangkan, karena masalah tersebut dalam praktiknya sering menimbulkan 
upaya  tarik  menarik  kepentingan  (spanning  of  interest)  antara  kedua  satuan 
pemerintahan. Terlebih dalam negara kesatuan, upaya pemerintah pusat untuk selalu 
memegang kendali atas berbagai urusan pemerintahan sangat jelas sekali. (Muhammad 
Fauzan, 2006 : 76) 
 Hubungan antara pusat dan daerah terjadi sebagai akibat adanya pemencaran 
penyelenggaraan   negara   dan   pemerintahan   atau   pemencaran   kekuasaan 
(spreading van macht) ke dalam satuan-satuan pemerintahan yang lebih kecil yang 
dalam praktiknya dapat diwujudkan dalam berbagai macam bentuk seprti 
dekonsentrasi tertitorial, satuan otonomi tertitorial, atau federal. Bagir Manan 
menyatakan   bahwa   dalam   hubungan   pusat   dan   daerah   menurut   dasar 
dekonsentrasi teritorial, bukanalah merupakan hubungan antara dua subjek hukum 
yang masing-masing  mandiri. Satuan pemerintahan teritorial dekonsentrasi tidak 
mempunyai wewenang mandiri. Satuan teritorial dekonsentrasi merupakan satu 
kesatuan wewenang dengan departemen atau kementerian yang bersangkutan dan sifat 
wewenang satuan pemerintahann teritorial   dekonsentrasi adalah delegasi atau 
mandat, tidak ada wewenang berdasarkan atribusi (Bagir Manan, 2001 : 32).  
Hubungan  pusat  dan  daerah    menurut  dasar  otonomi teritorial,  satuan  
otonomi  teritorial  merupakan  satu  satuan  mandiri  dalam lingkungan negara 
kesatuan yang berhak melakukan tindakan hukum sebagai subyek  hukum untuk 
mengatur dan mengurus fungsi pemerintahan yang menjadi urusan rumah tangganya. 
Dalam otonomi teritorial, pada dasarnya  seluruh fungsi kenegaraan  dan  
pemerintahan  adadalam  lingkungan  pemerintah  pusat  yang kemudian diprncarkan 
kepada satuan-satuan otonomi dan hubungan pusat dan daerah di bidang otonomi 
bersifat administrasi. (Bagir Manan, 2001 : 32) 
Pemencaran fungsi kenegaraan dan pemerintahan kepada satuan pemerintahan 
otonomi menurut Bagir Manan dapat dilakukan dengan  berbagai cara  yakni:  (1)  
Undang-undang  menetapkan  secara  tegas  berbagai  fungsi pemerintahan sebagai 
urusan rumah tangga daerah; (2) Pemerintah Pusat dari waktu ke waktu 
menyerahkan berbagai urusan baru kepada satuan otonomi; (3)Pemerintah Pusat 
mengakui uruan-urusan pemerintahan tertentu yang diciptakan atau yang kemudian 
diatur dan diurus satuan otonomu baik karena tidak diatur dan diurus ataupun atas 
dasar semacam concurrent power; dan (4) Membiarkan suatu urusan yang secara 
tradisonal atau sejak semula   dikenal sebagai fungsi pemerintahan yang diatur dan 
diurus satuan otonomi. (Bagir Manan, “Wewenang Provinsi, Kabupaten dan Kota 
dalam Rangka Otonomi Daerah”. Mei 2000:7 )  
 Secara umum  hubngan antara pemerintahan pusat dengan pemerintahan 
daerah adalah terkait  dengan  (1)  hubungan  kewenangan;  (2)  hubungan  
pengawasan;  (3) hubungan   keuangan;   (4)   hubungan   Pusat   dan   Daerah   
dalam   organisasi pemerintahan daerah. 
 
a.  Hubungan Keuangan 
Persoalan yang sering muncul terkait dengan hubungan keuangan antara 
pusat dan daerah adalah terbatasnya jumah dana yang dimiliki oleh oleh 
daerah  dan  di  sisi  lain  pemerintah  pusat  memiliki  dana  yang  berlimpah. 
Dengan demikian, substansi substansi dari hubungan keuangan tersebut tidak lain 
adalah perimbangan keuangan yakni memperbesar atau memperbanyak 
pendapatan asli daerah sehingga mempunyai  kemampuan untuk membiayai 
penyelenggaraan pemerintahan. Terdapat tiga skema dalam rangka hubungan 
keuangan antara pusat dan daerah. Pertama, Dana Perimbangan,yakni 
penerianaan negara yang dibagi antara   pusat   dan   daerah.   Sesuai   dengan   
pengelompokannya,   dana perimbangan bukan Pendapatan Asli Daerah, 
melainkan penerimaan negara. 
Sumber pendapatan asli pusat yang dibagi dengan daerah. Kedua,  disebut 
dengan dana alokasi umum yang sekurang-kurangnya daerah menerima  25%  
dari  seluruh  penerimaan  APBN  dan  setiap  provinidan kabupaten/kota 
menerima masing-masing 10% dan 90% berasal dari dana alokasi umum, 
daerah bebas menentukan peruntukan sesuai dengan rencana program  daerah.  
Ketiga,  disebut  Dana  Alokasi  Khusus  yaitu  dana  yang ditetapkan dalam 
APBN untuk daerah tertentu dan untuk kebutuhan khusus atu dapat dikatakan 
sebagai subsidi khusus. (Bagir Manan, 2001 : 39) 
Pasal  71  Undang-Undang  Nomor  6 Tahun 2014 tentang Desa 
menyebutkan bahwa keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan  barang  yang  
berhubungan  dengan  pelaksanaan  hak  dan kewajiban Desa. Hak dan 
kewajiban ini yang akan menimbulkan adanya pendapatan, belanja, pembiayaan 
dan pengelolaan Keuangan Desa. 
 
b. Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah 
Sehubungan dengan pengelolaan keuangan di daerah, Presiden 
menyerahkan kekuasaan  pengelolaan  daerah  kepada  gubernur/bupati/walikota  
selaku  kepala pemerintahan  daerah  dalam  kepemilikan  kekayaan  daerah  
yang  dipisahkan. 
Pasal 10 Ayat (1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara menjelaskan bahwa Kekuasaan pengelolaan keuangan daerah 
diantaranya adalah (1) dilaksanakan oleh kepala   satuan kerja pengelola 
keuangan daerah selaku pejabat pengelola APBD dan (2) dilaksanakan oleh 
kepala satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna anggaran 
barang/daerah.  
Unsur-unsur utama dalam pengelolaan keuangan daerah dapat 
digolongkan ke dalam 2 kelompok yakni pertama adalah unsur berkala dan 
unusr hukum dan yang kedua dalah unsur-unsur luar dan dalam: (Pasal 10 Ayat 
(1) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara ) 
 
a) Unsur Berkala dan Unsur Hukum 
Unsur  berkala  mencakup  unsur-unsur  yang  menjadi  bagian  dari 
kegiatan-kegiatan  berkala  dalam  setahun  yakni  menyusun  program 
anggaran, pengeluaran dan penerimaan anggaran, urusan uang keluar dan  
uang  masuk,  menctata  dan  melaporkan  transaksi  keuangan. Unsurhukum   
mencakup   unsur-unsur   pengaturan   dan   pemantuan kegiatan  berkala  
yakni  undang-undang  dan  pertauran  keuangan,transaksi dan pemeriksaan 
keuangan dari dalam. 
b) Unsur-unsur Luar dan Dalam 
Unsur luar meliputi pengawasan yang dikenakan terhadap pemerintah 
daerah oleh pejabat-pejabat pengawas yang lebih tinggi berdasarkan huku,  
peraturan  dan  pedoman,  ratifikasi  mengenai  anggaran  dan peraturan  
keuangan,  laporan  kebutuhan  dan  pemeriksaan  keuangan dari  luar.  
Adapaun  unsur  dalam  adalah  unsur  pengawasan  dan pelaporan yang 
diadakan dan dilakukan oleh pemerintah daerah bagi pedoman para pejabat 
keuangan pemerintah di daerah. Unsur-unsur tersebut yang terpenting 
adalah prosedur berkala beserta peraturan- peraturan keuangan yang 
dirumuskan sendiri oleh pemeriksa keuangan dari dalam. 
Pemerintahan   yang   didesentralisasi   juga   mengharuskan   adanya   
legal framework   keuangan   daerah   yang   menjabarkan   kewenangan-
kewenangan pemerintah  daerah  dalam  pengelolaan  keuangan  daerah.  Hal  itu  
disebabkan terdapat korelasi yang erat antara keuangan negara dan keuangan 
daerah. Pasal 283  ayat  (1)  Undang-Undang  Nomor  23  Tahun  2014  tentang  
Pemerintahan Daerah  menyatakan  bahwa  pengelolaan  keuangan  daerah  
merupakan  bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan urusan 
pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagai akibat dari penyerahan 
urusan pemerintahan. 
Pasal   280   ayat   (2)   UU   Pemerintahan   Daerah untuk selanjutnya 
menegaskan   bahwa   kewajiban   penyelenggara   pemerintahan   daerah   dalam 
pengelolaan  keuangan  daerah  dalam  halpusat  melakukan  pendanaan  terhadap 
sebagian  urusan  pemerintaan  yang  diserahkan  dan/atau    ditugaskan  kepada 
pemerintahan daerah meliputi: 
a) Mengelola dana secara efektif,efisien, transparandan ekuntabel 
b) Menyinkronkan  pencapaian  sasaran  program   daerah  dalam  APBD 
dengan program pemerintah pusat dan 
c) Melaporkan realisasi pendanaan urusan pemerintahan yang ditugaskan 
sebagai pelaksanaan dari tugas pembantuan 
Pengaturan   pengelolaan   dan   pertanggungjawaban keuangan daerah 
dengan demikian melekat dan menjadi satu dengan pengaturann pemerintahan 
daerah yaitu dalam undang-undang mengenai pemerintahan daerah. Dengan 
demikian dasar hukum pengelolaan keuangan daerah antara lain adalah (1) UU 
Pemerintahan Daerah (2) UU Perimbangan keuangan antara pemerintah pusat 
dan daerah dan (3) Perda APBD. (M. Ridwan Tjandra, 2006 : 36) 
 
6) Tinjauan Umum tentang Keuangan Desa dan Dana Desa 
Pengelolaan keuangan Desa telah dijelaskan pada beberapa peraturan, salah 
satunya Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa. Undang – Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan Keuangan Desa 
adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala 
sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan 
kewajiban Desa (pasal 71). 
 
 
 
Pendapatan Desa menurut Undang-undang ini yang dimaksud denga 
Pendapatan Desa antara lain: 
a. pendapatan asli Desa terdiri atas hasil usaha, hasil aset, swadaya dan 
partisipasi, gotong royong, dan lain-lain pendapatan asli Desa; 
b. alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang bersumber 
dari Belanja Pusat dengan mengefektifkan program yang berbasis 
Desa secara merata dan berkeadilan; 
c. bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah Kabupaten/Kota 
paling sedikit 10% (sepuluh perseratus) dari pajak dan retribusi 
daerah; 
d. alokasi dana Desa yang merupakan bagian dari dana perimbangan 
yang diterima Kabupaten/Kota paling sedikit 10% (sepuluh 
perseratus) dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten/Kota 
dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi 
Dana Alokasi Khusus.  
e. bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota; 
f. hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dari pihak ketiga; dan 
g. lain-lain pendapatan Desa yang sah. 
Pasal 1 angka 6 ketentuan umum Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa menjelaskan bahwa yang 
dimaksud pengelolaan keuangan desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban 
keuangan desa.  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa secara khusus 
meletakkan dasar bagi perubahan tata kelola desa yang dibangun di atas prinsip 
keseimbangan antara lembaga (check and balance), demokrasi perwakilan dan 
permusyawaratan serta proses pengambilan keputusan secara partisipatif melalui 
musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan tertinggi dalam 
perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pertanggungjawaban pembangunan 
desa. Dengan melibatkan partisipasi berbagai kelompok kepentingan di 
masyarakat, Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) 
menyelenggarakan musyawarah desa sebagai forum pengambil keputusan 
tertinggi untuk menetapkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 
Desa dan Rencana Tahunan Desa, pengelolaan aset dan BUMDesa serta 
keputusan-keputusan strategis lainnya seperti yang terlihat dalam skema dibawah 
ini: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Pembiayaan pembangunan desa berasal dari keuangan desa yang diperoleh 
dari beberapa sumber yaitu: pendapatan asli desa, alokasi APBN, bagian dari hasil 
pajak daerah dan retribusi daerah kabupaten/kota, bantuan keuangan dari APBD 
provinsi dan kabupaten/kota, hibah dan sumbangan yang tidak mengikat dan 
pendapatan desa lain yang sah (Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 
Tentang Desa). 
Pengelolaan keuangan desa pada dasarnya mengikuti pola pengelolaan 
keuangan daerah dimana Kepala Desa merupakan pemegang kekuasaan 
pengelolaan keuangan desa. Pendapatan, belanja dan pembiayaan desa harus 
ditetapkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja (APB) Desa yang ditetapkan 
dalam peraturan desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa 
(BPD). Pertanggungjawaban terhadap penggunaan dan pengelolaan keuangan 
desa ini merupakan tanggungjawab Kepala Desa untuk disampaikan kepada: 
a. Bupati/Walikota pada setiap akhir tahun anggaran yang disampaikan melalui 
camat, 
 RPJM-Des 
 Asset-Desa 
 Hal-hal strategis 
 RPJM-Desa dan 
RKP-Desa 
 APB-Desa 
 Peraturan Desa 
 Kinerja 
Pemerintah 
 Kerja sama 
Prinsip Tata Kelola 
Desa 
Prinsip Tata 
Pemerintahan desa 
yang akuntabel, 
transparan, efektif dan 
efisien, bersih dan 
Bebas dari KKN 
Dipilih 
Langsung Dipilih 
secaara 
Demokratis 
Musyawarah Desa 
(psl.54) 
Kepala Desa 
(psl.25-53) 
BUMDes 
Perangkat Desa 
(Pelayanan) 
Panitia (ad-hoc) 
Perwakilan Bagian 
Wilayah Desa 
Klp. Special Interest 
Badan 
Permusyawaratan 
Desa (BPD)(psl.55-65) 
Warga/Masya
rakat 
Lembaga 
Kemasyarakatan/
Adat 
b. Badan Permusyawaratan Desa pada setiap akhir tahun anggaran, dan 
c. Masyarakat dalam musyawarah desa. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 (empat) 
sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan dari 
Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; sumber 
pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, salah 
satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa. 
Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi 
kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara 
bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer 
melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah 
untuk disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana 
Desa (ADD). 
Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa 
ini diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana 
Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Berdasarkan PP Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa 
yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 
kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan 
masyarakat.  
PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 
22 tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 adalah 
pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke kabupaten dan dari 
kabupaten ke desa.  
Dana program berbasis desa sebenarnya cukup banyak terbesar di 
berbagaiKementrian/Lembaga, tetapi untuk sampai pada tahap identifikasi bahwa 
suatu dana program Kementrian/Lembaga benar-benar akan direalokasi menjadi 
Dana Desa serta penetapan besaran dana program Kementrian/Lembaga yang 
akan direalokasi menjadi Dana Desa memerlukan koordinasi yang intensif antara 
para pihak (Kementrian Keuangan, Kementrian Dalam Negeri, Bappenas, serta 
Kementrian teknis) dan penetapan kriteria yang jelas. Salah satu kriteria yang 
diusulkan agar program Kementrian/Lembaga bias direalokasikan ke pos Dana 
Desa adalah yang kegiatan yang outputnya berdampak meningkatkan sarana dan 
prasarana desa atau pemberdayaan terhadap masyarakat desa misalnya, dana 
kegiatan PNMP Mandiri seperti diatas namun, untuk kegiatan monitoring dan 
evaluasi atas pelaksanaan kegiatan berbasis desa tersebut tetap menjadi domain 
dari pemerintah diatasnya (pemerintah pusat, pemerintah provinsi, pemerintah 
kabupaten/kota). Apabila penyusunan criteria untuk merealokasi dana program 
berbasis desa sudah semakin jelas, maka langkah selanjutnya adalah masuk pada 
tahap pengalokasian Dana Desa. 
Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari 
realokasi: 
1. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 
2. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan 
Program Pembangunan Infrastuktur Perdasaan (PPIP) dari Kementerian 
Pekerjaan Umum. 
Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni: 
Tahap 1  
Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan 
melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) 
 Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan 
penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk 
setiap Kabupaten/Kota. 
 Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan 
disampaikan kepada Bupati/Walikota; 
Tahap 2 
Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota) 
 Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa 
berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku; 
 Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa 
ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. 
Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) tahap 
yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum Negara 
(RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap mekanisme transfer 
APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat dalam Gambar 6, berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan 
syarat yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke 
rekening desa. 
Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat 
Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah 
Membayar (SPM) ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah 
bahwa DJPK telah menerima dokumen: 
 Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan besaran Dana Desa; 
PEMERINTAH PUSAT 
(Mekanisme Transfer APBN) 
PEMERINTAH KAB/KOTA 
(Mekanisme Transfer APBN) 
Bank Operasional 
Melaksanakan Transfer 
DD ke Kab/Kota 
(dari RKUN Ke RKUD) 
Pemerintah Kab/Kota 
Melaksanakan Transfer 
 DD ke Desa 
(dari RKUD Ke RKUDes) 
KPA DJPK 
Menerbitkan SPM 
KPPN Jakarta II selaku 
Kuasa BUN 
Mmenerbitkan SP2D 
1 2 3
Q 
4 
REKENING KAS 
DESA 
5 
 Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan 
 Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun 
ke-2. 
Pencairan dana desa dari RKUN ke RKUD ini dilakukan dalam 3 (tiga) 
tahap yakni; 40% untuk pencairan tahap I yang rencananya dicairkan pada setiap 
bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober. Setelah 
Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib mencairkan dana 
desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. Untuk 
mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan 
Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah 
Kabupaten/Kota. Seperti halnya dengan pencairan RKUN ke RKUD, pencairan 
dana desa ke rekening desa juga terbagi tiga tahap dengan proporsi yang sama 
yakni 40% untuk tahap I, 40% untuk tahap II dan 20 % untuk tahap III. 
 
  
B. Kerangka Pemikiran 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Peraturan Menteri Desa, Pembagungan 
Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 Tentang 
Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa 
Tahun 2015 
 
Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 
Tahun 2015 
Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Desa 
 
Peraturan Mentri Dalam Negri 
Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa 
 
Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman 
Kabupaten Sleman 
Hambatan-hambatan 
 
Solusi  
 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 
Tahun 2015 tentang Dana Desa yang 
Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa 
 
Peraturan Pemerintah Nomor 43 
Tahun 2014 tentang Peraturan 
Pelaksana Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa 
Undang – Undang Nomor 23 
tahun 2014 
Tentang Pemerintah Daerah 
 
Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 2014 Tentang Desa 
 
Pasal 18, 18 B Undang-undang Dasar 
Negara Republik Indonesia tahun 1945 
 
 Keterangan: 
Keberadaan desa di tengah Negara Kesatuan Republik Indonesia kemudian 
secara yuridis normatif telah diatur, di mana desa telah diberikan atau lebih tepatnya 
diakui kewenangan-kewenangan tradisionalnya dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menegaskan. 
Selanjutnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 diharapkan memperkuat 
otonomi desa serta percepatan pembangunan. 
Pembangunan Desa  di bidang anggaran setiap desa di seluruh Indonesia 
akan mendapatkan dana yang penghitungan anggarannya didasarkan pada jumlah 
desa dengan pertimbangan diantaranya adalah jumlah penduduk, angka kemiskinan, 
luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka meningkatkan 
kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Terkait hal tersebut, kini hangat 
diperbincangkan adanya Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa terkait dengan Keuangan Desa di mana salah satu sumber dana desa berasal 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dibentuklah 
Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari 
APBN.Lebih lanjut lagi dijelaskan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 
2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang 
Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa, di mana disebutkan bahwa pengelolaan keuangan 
desa adalah serangkaian kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan dan pertanggung-jawaban. Suatu penguatan pengelolaan 
dan pengawasan keuangan desa yang baik mutlak diperlukan untuk mencegah atau 
setidaknya mengurangi kemungkinan penyimpangan serta terwujudnya tujuan 
pembangunan desa. 
Guna melaksanakan ketentuan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Pemerintah 
Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN, perlu 
menetapkan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana 
Desa .Keuangan desa harus dikelola secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, 
transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, 
kepatutan, dan manfaat bagi masyarakat maka dibentuknya Peraturan Bupati 
Sleman Nomor 9 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
dalam rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja 
desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran 
pendapatan dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan 
belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Desa dengan peraturan Bupati ini. 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman 
Kabupaten Sleman tidak luput dari berbagai hambatan-hambatan sehingga perlu 
mengkaji mengenai cara mengatasi hambatan-hambatan tersebut. 
 
 
 
  
BAB III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
A. Gambaran Umum Lokasi 
1. Deskripsi Desa Triharjo 
Desa Triharjo berstatus perkotaan, berada di wilayah kota kecamatan 
Sleman dan tidak jauh dari pusat pemerintahan kabupaten Sleman. beberapa 
instasnsi/perkantoran penting berada di wilayah desa triharjo, diantaranya : 
Kodim 0732 Sleman, Kantor Kecamatan Sleman, RSUD Murangan Kabupaten 
Sleman, Polres Sleman dan Bank BRI Cabang Sleman. di samping itu, ada dua 
perusahaan swasta nasional yaitu PC. GKBI Medari dan PT. Primissima, 
meskipun kondisi kedua perusahaan tersebut berbeda dari tahun-tahun lalu, baik 
dari segi jumlah tenaga kerja, produksi maupun finansialnya . walaupun demikian 
keberadaan beberapa instansi dan perusahaan tersebut sangat bermanfaat dan 
menguntungkan bagi Pemerintah Desa Triharjo.  
Triharjo adalah salah satu desa dari 88 desa yang terdapat di Kecamatan 
Sleman. Desa triharjo mempunyai 12 pedukuhan, 43 RW dan 113 RT. Dusun 
yang berada didesa Triharjo adalah Kalakijo, Sucen, Sleman III, Kantongan, 
Ngangkrik, Krapyak, Murangan VII, Murangan VIII, Panggeran IX, Temulawak, 
Sebayu, Panggeran XII. 
Desa Triharjo mempunyai luas wilayah sebesar 578,457 Ha. Batas-batas 
Desa Triharjo menurut Peraturan Kampung Desa Triharjo Distrik Sleman 
Kabupaten Sleman Nomor 4/Perkam/Thj/2011, diantaranya adalah 
a) Sebelah Utara  : Desa Trimulyo Sleman 
b) Sebelah Selatan : Desa Sumberadi Mlati 
c) Sebelah Barat  : Desa Caturharjo Sleman 
d) Sebelah Timur  : Desa Tridadi Sleman 
 
Pemerintah Desa Triharjo terdiri dari 12 Padukuhan, 113 RT dan 43 RW, 
dengan perincian sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Keadaan Penduduk 
Jumlah Penduduk di Desa Triharjo sebanyak 16.141 jiwa. Jumlah ini 
termasuk jarang penduduk dengan luas wilayah yang cukup luas wilayah yang 
cukup luas karena sebagian besar wilayah Desa Triharjo dipergunkakan sebagai 
No. Padukuhan 
Jumlah 
RT RW 
1. Kalakijo 8 3 
2. Sucen 6 3 
3. Sleman III 8 4 
4. Kantongan 7 3 
5. Ngangkrik 12 4 
6. Krapyak 11 4 
7. Murangan VII 13 4 
8. Murangan VIII 18 8 
9. Panggeran IX 6 2 
10. Temulawak 11 3 
11. Sebayu 6 3 
12. Panggeran XII 7 2 
 Jumlah 113 43 
lahan pertanian dan pekarangan penduduk. Adapun jumlah penduduk Desa 
Triharjo adalah sebagai berikut : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Data diambil dari Kabag Pemerintahan Bulan Desember Tahun 2015 
Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan bapak 
Sujoko Suroso selaku Kepala Bagian Kemasyarakatan di Desa Triharjo 
No. Padukuhan 
Jumlah KK Jumlah Penduduk 
Laki-laki Perempuan Laki-laki Perempuan 
1. Kalakijo 323 64 602 574 
2. Sucen 326 47 545 502 
3. Sleman III 349 73 659 582 
4. Kantongan 252 51 421 462 
5. Ngangrik 572 82 753 721 
6. Krapyak 421 57 801 821 
7. Murangan VII 573 31 757 970 
8. Murangan VIII 697 99 1.242 1.297 
9. Panggeran IX 401 46 711 727 
10. Temulawak 473 67 718 752 
11. Sebayu 207 35 359 369 
12. Panggeran XII 214 42 394 402 
 
Jumlah 
4.808 694 7.962 8.179 
5.502 16.141 
Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman, diketauhi bahawa jumlah Warga miskin 
yang terdaftar di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman sejumlah 
1.229 Jiwa. 
3. Susunan Organisasi Pemerintahan (Struktur Organisasi dan Tata Kerja 
Pemerintah Desa Triharjo Sleman) 
Struktur Pemerintahan Desa Triharjo memiliki susunan sebagai berikut:  
Kepala Desa    : Irawan, SIP 
Sekertaris Desa   : Winarto 
Kepala Bagian Pemerintahan : Mujiyono 
Kepala Bagian Pembangunan : Eko Widodo, SE 
Kepala Bagian Kemasyarakatan : Sujoko Suroso 
Kepala Bagian Keuangan  : Ulfah Nur Azizah, S.Sos 
Kepala Bagian Pelayanan Umum : Ana Sulistyaningsih 
Staf Sekertaris Desa   : Catur Agung W., SPt 
Staf Keuangan   : Agus Prasetyo 
Staf Kemasyarakatan  : Zudhi Astomo, AMd 
Staf Pelayanan Umum  : Irwan Dwi Suryanto 
Pembantu Bagian Keuangan : Asrianti Susanti 
  
Struktur organisasi dari pemerintah Desa triharjo dapat dilihat dalam 
bagan berikut ini: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
B. Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman 
Dana desa merupakan salah satu isu krusial dalam undang-undang desa, 
penghitungan anggaran berdasarkan jumlah desa dengan mempertimbangkan jumlah 
penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam 
rangka meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. Karena isu 
yang begitu krusial, para senator menilai, penyelenggaraan pemerintahan desa 
membutuhkan pembinaan dan pengawasan, khususnya penyelenggaraan kegiatan 
desa. 
Dana Desa sebagaimana tercantum didalam Peraturan Menteri Desa , 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 2015 tentang 
Penetapan Prioritas penggunaan dana desa, yaitu Dana Desa merupakan dana yang 
bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi 
desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, 
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pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan 
masyarakat.  
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, diberikan 
kewenangan untuk mengatur dan mengurus kewenangannya sesuai dengan kebutuhan 
dan prioritas desa. Hal itu berarti dana desa akan digunakan untuk menandai 
keseluruhan kewenangan sesuai denagan kebutuhan dan prioritas dana desa tersebut 
namun, mengingat dana desa bersumber dari Belanja Pusat, untuk mengoptimalkan 
penggunaan dana desa, Pemerintah diberikan kewenangan untuk menetapkan 
prioritas penggunaan dana desa untuk mendukung program pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa. Penetapan prioritas penggunaan dana tersebut tetap 
sejalan dengan kewenangan yang menjadi tanggungjawab desa.   
Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 menyebutkan bahwa terkait 
dengan keuangan desa yang menjadi salah satu sumber Dana Desa berasal dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pasal 72 ayat (2) Undang-
Undang Nomor 6 Tahun 2014 menjelaskan besaran alokasi anggaran yg 
peruntukannya langsung ke desa, ditentukan 10% dari dan di luar dana transfer ke 
daerah (on top) secara bertahap. Dalam penyusunannya, anggaran yang bersumber 
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk desa dihitung 
berdasarkan jumlah desa dan dialokasikan dengan memperhatikan jumlah penduduk, 
angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis dalam rangka 
meningkatkan kesejahteraan dan pemerataan pembangunan desa. 
Tingkat kesulitan geografis setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 11  
ayat (2)  digunakan sebagai faktor pengalihasil penghitungan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (3). Besaran Dana Desa setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
dihitung dengan cara yang dijelaskan Pasal 12 Ayat (4) dan (5) Peraturan Pemerintah 
Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014, sebagai berikut: 
a. Dana Desa untuk suatu Desa = Pagu Dana Desa kabupaten/kota x [(30% x 
persentase jumlah penduduk desa yang bersangkutan terhadap total penduduk 
desa di kabupaten/kota yang bersangkutan) + (20% x persentase luas wilayah 
desa yang bersangkutan terhadap total luas wilayah desa di kabupaten/kota 
yang bersangkutan) + (50% x persentase rumah tangga pemegang Kartu 
Perlindungan Sosial terhadap total jumlah rumah tangga desa di 
kabupaten/kota yang bersangkutan)];dan 
b. Hasil penghitungan sebagaimana dimaksud pada huruf a disesuaikan dengan 
tingkatkesulitan geografis setiap desa. 
c. Tingkat kesulitangeografis sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditentukan 
oleh faktor yang meliputi:  
 Ketersediaan pelayanan dasar; 
 kondisi infrastruktur; 
 transportasi; dan 
 komunikasi desa ke kabupaten/kota. 
Dana Desa yang bersumber dari APBN digunakan untuk mendanai 
pelaksanaan kewenangan berdasarkan hak asal usul dan kewenangan lokal berskala 
Desa yang diatur dan diurus oleh Desa. Pasal 5 Peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi tentang Penetapan Prioritas 
Penggunaan Dana Desa Tahun 2015, dimana prioritas penggunaan dana desa yaitu 
untuk pembangunan Desa dialokasikan untuk mencapai tujuan pembangunan Desa 
yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa dan kualitas hidup manusia serta 
penanggulangan kemiskinan, melalui : 
a) Pemenuhan kebutuhan dasar 
Sebagaimana dijelaskan didalam pasal 6 pemenuhan kebutuhan dasar meliputi 
:pengembangan pos kesehatan Desa dan Polindes,  pengelolaan dan 
pembinaan Posyandu; dan pembinaan dan pengelolaan pendidikan anak usia 
dini. 
b) Pembangunan Sarana Prasarana 
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana di tujukan guna pembangunan 
sarana prasarana didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan dengan 
pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang 
diantaranya dapat meliputi: 
1. pembangunan dan pemeliharaan jalan Desa; 
2. pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani; 
3. pembangunan dan pemeliharaan embung Desa; 
4. pembangunan energi baru dan terbarukan; 
5. pembangunan dan pemeliharaan sanitasi lingkungan; 
6. pembangunan dan pengelolaan air bersih berskala Desa; 
7. pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier; 
8. pembangunan dan pemeliharaan serta pengelolaan saluran untuk budidaya 
perikanan; dan 
9. pengembangan sarana dan prasarana produksi di Desa. 
c) Pengembangan Potensi ekonomi lokal 
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud guna pengembangan 
potensi ekonomi local didasarkan atas kondisi dan potensi Desa, sejalan 
dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa setiap tahunnya, yang 
diantaranya dapat meliputi: 
1. pendirian dan pengembangan BUM Desa; 
2. pembangunan dan pengelolaan pasar Desa dan kios Desa; 
3. pembangunan dan pengelolaan tempat pelelangan ikan milik Desa; 
4. pembangunan dan pengelolaan keramba jaring apung dan bagan ikan; 
5. pembangunan dan pengelolaan lumbung pangan Desa; 
6. pembuatan pupuk dan pakan organik untuk pertanian dan perikanan; 
7. pengembangan benih lokal; 
8. pengembangan ternak secara kolektif; 
9. pembangunan dan pengelolaan energi mandiri; 
10. pembangunan dan pengelolaan tambatan perahu; 
11. pengelolaan padang gembala; 
12. pengembangan Desa Wisata; dan 
13. pengembangan teknologi tepat guna pengolahan hasil pertanian dan 
perikanan. 
 
d) Pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan 
Prioritas penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam pemanfaatan 
sumber daya alam dan lingkungan berkelanjutan, didasarkan atas kondisi dan 
potensi Desa, sejalan dengan pencapaian target RPJM Desa dan RKP Desa 
setiap tahunnya, yang diantaranya dapat meliputi: 
a. komoditas tambang mineral bukan logam, antara lain: 
1. zirkon; 
2. kaolin; 
3. zeolit; 
4. bentonit; 
5. silika (pasir kuarsa); 
6. kalsit (batu 
kapur/gamping); 
7. felspar; dan 
8. intan. 
b. komoditas tambang batuan, antara lain: 
1. onik; 
2. opal; 
3. giok; 
4. agat; 
5. topas; 
6. perlit; 
7. toseki; 
8. batu sabak; 
9. marmer; 
10. granit; 
11. kalsedon; 
12. rijang (chert); 
13. jasper; 
14. krisopras; 
15. garnet; dan 
16. potensi komoditas 
tambang batuan 
lainnya. 
c. rumput laut; 
d. hutan milik Desa; dan 
e. pengelolaan sampah. 
Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa terdapat 4 
(empat) sumber pembiayaan yang dikelola oleh kas desa yakni sumber pembiayaan 
dari Pusat, sumber pembiayaan dari Daerah baik Kabupaten maupun Provinsi; 
sumber pembiayaan yang berasal dari usaha desa dan sumber pembiayaan lainnya, 
salah satu sumber pembiayaan tersebut adalah Dana Desa. 
Anggaran yang bersumber dari APBN yang mengalir ke kas desa terbagi 
kedalam 2 (dua) mekanisme penyaluran, dana transfer ke daerah (on top) secara 
bertahap yang dikenal dengan Dana Desa. Sedangkan mekanisme dana transfer 
melalui APBD kabupaten/kota yang dialokasikan 10% oleh pemerintah daerah untuk 
disalurkan ke kas desa secara bertahap yang dikenal dengan Alokasi Dana Desa 
(ADD). 
Penetapan definisi, pengalokasian dan mekanisme transfer untuk dana desa ini 
diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 60 tahun 2014 tentang Dana Desa 
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Berdasarkan PP 
Nomor 60 tahun 2014, dana desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) kabupaten/kota dan digunakan 
untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, 
pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.  
PP Nomor 60 tahun 2014 ini kemudian direvisi kembali melalui PP Nomor 22 
tahun 2015. Substansi yang dirubah dalam PP Nomor 22 tahun 2015 ke PP Nomor 22 
tahun 2015 adalah pada formula alokasi atau pembagian dana desa dari pusat ke 
kabupaten dan dari kabupaten ke desa.  
Berdasarkan APBN 2015, besaran anggaran dana desa bersumber dari realokasi: 
3. Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri 
Perdesaan dari Kementerian Dalam Negeri. 
4. Program Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perdesaan dan 
Program Pembangunan Infrastuktur Perdasaan (PPIP) dari Kementerian 
Pekerjaan Umum. 
Proses pengalokasian dana desa terbagi kedalam 2 (dua) tahap, yakni: 
Tahap 1  
Pengalokasian dari APBN ke APBD Kab/Kota oleh Menteri Keuangan 
melalui Dirjen Perimbangan Keuangan (DJPK) 
 Berdasarkan pagu yang ditetapkan dalam APBN, DJPK melakukan 
penghitungan Dana Desa sesuai formula yang diatur dalam PP untuk 
setiap Kabupaten/Kota. 
 Rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota kemudian ditetapkan dengan 
peraturan perundang-undangan (Perpres Rincian APBN) dan 
disampaikan kepada Bupati/Walikota; 
Tahap 2 
Pengalokasian dari APBD ke APBDesa (oleh Bupati/Walikota) 
 Berdasarkan rincian Dana Desa setiap Kabupaten/Kota, 
Bupati/Walikota menetapkan besaran Dana Desa setiap Desa 
berdasarkan formula yang diatur dalam ketentuan yang berlaku; 
 Tata cara penghitungan dan penetapan besaran Dana Desa setiap Desa 
ditetapkan melalui peraturan Bupati/Walikota. 
Mekanisme penyaluran dana desa juga terbagi menjadi 2 (dua) 
tahap yakni; Tahap mekanisme transfer APBN dari Rekening Kas Umum 
Negara (RKUN) ke Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan tahap 
mekanisme transfer APBD dari RKUD ke kas desa, seperti yang terlihat 
dalam Gambar 6, berikut: 
 
 
 
 
 
 
 
Dalam proses pencairan dana desa, terdapat beberapa syarat yang harus 
dipenuhi oleh Pemerintah Daerah untuk dicairkannya dana desa ke RKUD dan syarat 
yang harus dipenuhi pemerintah desa agar dana desa dapat dicairkan ke rekening 
desa. 
PEMERINTAH PUSAT 
(Mekanisme Transfer APBN) 
PEMERINTAH KAB/KOTA 
(Mekanisme Transfer APBN) 
Bank Operasional 
Melaksanakan Transfer 
DD ke Kab/Kota 
(dari RKUN Ke RKUD) 
Pemerintah Kab/Kota 
Melaksanakan Transfer 
 DD ke Desa 
(dari RKUD Ke RKUDes) 
KPA DJPK 
Menerbitkan SPM 
KPPN Jakarta II selaku 
Kuasa BUN 
Mmenerbitkan SP2D 
1 2 3
Q 
4 
REKENING KAS 
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Persyaratan yang harus dipenuhi pemerintah daerah agar Direktorat Jenderal 
Perimbangan Keuangan (DJPK) dapat menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) 
ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) adalah bahwa DJPK telah 
menerima dokumen: 
 Peraturan Bupati/Walikota mengenai tata cara pembagian dan 
penetapan besaran Dana Desa;  
 Peraturan Daerah mengenai APBD tahun berjalan; dan 
 Laporan realisasi tahun anggaran sebelumnya, untuk pencairan tahun 
ke-2. 
Setelah Dana Desa masuk ke RKUD, Pemerintah Kabupaten/Kota wajib 
mencairkan dana desa ke rekening desa paling lambat 14 hari setelah dana diterima. 
Untuk mencairkan dana desa ke rekening desa, desa wajib menyampaikan Peraturan 
Desa mengenai APBDesa dan laporan realisasi dana desa ke pemerintah 
Kabupaten/Kota. 
Dana Desa tersebut secara teknis dikelola oleh Tim Pelaksana Teknis 
Pengelola Keuangan Desa (TPTPKD), yaitu perangkat desa terdiri dari Kepala Desa, 
Sekertaris Desa, Kepala Urusan, dan Bendahara, yang masing-masing memiliki 
kewenangan, tugas dan tanggungjawab yang berbeda, sebagaimana diatur dalam 
Pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negri Nomor 113 Tahun 2015 Tentang Pengelola 
Keuangan Desa. Hal ini dilakukan guna menjanim pengendalian keuangan desa tidak 
berada dalam “satu tangan”, tetapi berada dalam satu tim, dengan sistem kelola yang 
diharapkan dapat menjamin dari terjadinya penyimpangan. BPD salah satu tugasnya 
adalah bersama Kepala Desa membuat regulasi desa (Sutoro Eko.2016: 33). UU Desa 
menegaskan hak Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk mengawasi dan 
meminta keterangan tentang penyelenggaraan Pemerintahan Desa kepada Pemerintah 
Desa, termasuk didalamnya adalah aliran penggunaan Dana Desa.  
Musyawarah Desa yang diselenggarakan BPD menjadi forum resmi untuk 
melakukan pengawasan berasis kepentingan Desa. Contoh, pengawasan aliran Dana 
Desa didalam Bidang pembangunan Desa dibahas dalam musyawarah Desa dengan 
agenda strategis misalnyaa, apakah aliran Dana Desa sudah mengatasi masalah akses 
masyarakat Desa terhadap posyandu, Poskades, Polines, tenaga kesehatan di Desa, 
beasiswa sekolah untuk warga miskin, ruang belajar (community centre) dan 
seterusnya. Pegawasan dilakukan oleh BPD cukup membahas hal straregis 
penggunaan Dana Desa dalam mengatasi masalah di Desa. Disisi lainm pemeriksaan 
dokumen penggunaan Dana Desa seperti kuitasni yang dibandingkan dengan 
dikumen perencanaan (RPJM Desa, RKP Desa, APB Desa, RAB dll), dilakukan oleh 
BPKP sebagai pihak yang berwenang dalam melakukan audit. 
Pengawasan pelaksanaaan RPJM Desa dan RKP Desa serta APB Desa, 
sebagai wujud kewenganan berskala local Desa dibedakan menjadi 4 bidang 
penyelenggaraan pemerintahan desa, pembangunan desa, dan pembinaan 
kemasyarakatan desa, dilakukan secara bebas dan terbuka oleh siapa saja warga 
masyarakat di Desa yang bersangkutan, bukan saja oleh BPD.  Masyarakat berhak 
melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap penggunaan Dana Desa, antara 
lain melakukan pengawasan secara partisipatif terhadap pelaksanaan Pembangunan 
Desa dibandingkan dengan isi Peraturan Desa yang telah di terbitkan. Masyarakat 
juga berhak mendapatkan informasi tentang pelaksanaan kegiatan yang menggunakan 
Dana Desa. BPD harus menjamin hak masyarakat dalam mengakses informasi 
penggunaan Dana Desa, terutama penggunaan Dana Desa untuk kegiatan pelayanan 
public dan pelayanan sosial dasar di Desa. Jika di pandang perlu, BPD 
menyelenggarakan Musyawarah Desa berdasarkan peraturan Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi No. 2/2015 dengan melibatkan 
perwakilan kelompok masyarakat tersebut untuk melakukan pengawasan strategis. 
(Sutoro Eko.2016: 91) 
Desa Triharjo dalam pemenuhan syarat dicairkannya Dana Desa tidak 
mengalami hambatan, dikarenakan Desa Triharjo telah memiliki Peraturan Desa yang 
mengatur mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yaitu 
tercantum di dalam  Peraturan Desa Nomor : 6 /PERDES/THJ/TAHUN 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015.  
Pasal 1 Peraturan Desa Nomor : 6 /PERDES/THJ/TAHUN 2015 tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015 menjelaskan 
mengenai  perincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) Tahun 2015  
sebagai berikut ; 
1 Pendapatan Desa   Rp. 3.224.591.685,00 
2.  Belanja Desa   
       a. bidang penyelenggaran        
pemerintah desa 
Rp. 1.202.176.000,00 
 
 
     b. Bidang Pembangunan Rp. 1.790.700.000,00  
       c. Bidang Pembinaan 
kemasyarakatan 
Rp. 138.250.000,00  
 d. Bidang Pemberdayaan 
Masyarakat 
Rp. 169.700.000,00  
     e. Bidang Tak Terduga Rp. 35.000.000,00  
 Jumlah Belanja   Rp. 3.335.826.000,00 
 Surplus/Defisit  Rp. 111.234.315,00 
3. Pembiayaan Desa   
 a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 112.693.239,00  
     b. Pengeluaran 
Pembiayaan 
Rp. 0  
     c. Selisih Pembiayaan (a-
b)  
 Rp. 112.693.239,26 
 
Berdasarkan APBDes Triharjo tahun 2015 tersebut dapat disimpulkan bahwa 
pendanaan terbesar yang dianggarkan oleh Desa Triharjo di tahun 2015 
memprioritaskan dalam Bidang Pembangunan pengembangan infrastruktur Desa 
Triharjo. 
Berdasarkan wawancara dengan Kepala Desa Triharjo, pada tahun 2015, Desa 
Triharjo mendapat Dana Desa sebesar Rp 331.457.000,00. Dana desa tersebut 
dicairkan dari RKUN ke RKUD dalam 3 (tiga) tahap yakni; 40% untuk pencairan 
tahap I pada bulan April, 40% tahap II di bulan Agustus dan 20% di bulan Oktober. 
Untuk tahap I dengan jumlah Rp. 132.582.800,00- , 40% untuk tahap II dengan 
jumlah dana cair sejumlah Rp. 132.582.800,00-  dan untuk tahap terakhir pencairan 
dana  sebanyak 20% pada tahap III sejumlah Rp. 66.291.400,00- . 
Dana Desa tersebut dipergunakan untuk menunjang pembangunan sarana 
prasarana Desa Triharjo. Peruntukan tersebut sesuai dengan arahan  Menteri Desa, 
Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, bahwa peruntukan Dana Desa 
pada tahun 2015 dan 2016 difokuskan untuk menunjang pembangunan infrastruktur 
fisik sebagaimana yang tertera dalam APBDes desa Triharjo tahun 2015.  
Berikut laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun 2015 di Desa Triharjo: 
No Uraian Jumlah (Rp) 
1. Bantuan Stimulan Pembangunan Fisik 12 Padukuhan 131.150.000 
2. Pembangunan Talud Jalan Usaha Tani Krapyak-
Murangan VII-Panasan  
32.146.000 
3. Pembangunan Drainase Batas Durenan Ngangkrik dan 
Krapyak 
97.220.920 
4. Bantuan MCK Warga Miskin Tahap I 44.111.600 
5. Bantuan MCK Warga Miskin Tahap II 26.828.480 
 
Bantuan stimulan pembangunan fisik terhadap 12 padukuhan diberikan 
dengan pertimbangan – pertimbangan kepala desa yang didasarkan atas skala prioritas 
penggunaan dana guna pembangunan desa dimana padukuhan yang merupakan 
bagian dari desa  yang mendapatkan bantuan dana stimulan yang bersumber dari dana 
desa. Proses penyaluran ke setiap pedukuhan di Desa Triharjo harus melalui proses 
pengajuan proposal kegiatan pembangunan dengan perincian dana terlampir. 
Pemutusan pengalokasian dana kepada tiap-tiap pedukuhan berdasakan skala prioritas 
sesuai dengan kebutuhan tiap pedukuhan yang dilihat dari volume kegiatan yang di 
rencanakan, manfaat kegiatan, jumlah penduduk serta angka kemiskinan di setiap 
pedukuhan. Berdasarkan alasan tersebut Kepala desa berhak memberikan dana 
stimulan kepada tiap pedukuhan dengan jumlah yang di sesuaikan kebutuhan tiap 
pedukuhan tersebut. 
  
Rincian penerimaan dana stimulan di tiap-tiap pedukuhan yaitu sebagai berikut : 
No. Padukuhan Peruntukan Bantuan Nilai (Rp) Volume 
1. Sucen Drainase (Pembuatan Saluran air hujan) 5.000.000  46 mᶟ 
 Jumlah 1 5.000.000  
2. Kalakijo a. Pengerasan Jalan 4.000.000  109 mᶟ 
  b. Rehab Talud 6.000.000  150 mᶟ 
  c. Drainase 8.000.000  15 mᶟ 
 Jumlah 2 18.000.000  
3. Kantongan a. Drainase 6.000.000  100 mᶟ 
  b. Rehab Saluran Air Hujan 1.000.000  15 mᶟ 
 Jumlah 3 7.000.000  
4. Sleman III a. Perluasan Jalan 5.000.000  21 mᶟ 
  b. Gorong-gorong 5.000.000  37 mᶟ 
  c. Tambahan Perluasan Jalan 150.000  3 sak 
 Jumlah 4 10.150.000  
5. Krapyak a. Pembuatan Sumur 6.000.000  25 m 
  b. Talud Taman Bermain 3.000.000  30 m 
  c. Talud Taman Bermain TK 3.000.000  50 m 
  d. Saluran Irigasi 2.500.000  20 mᶟ 
 Jumlah 5 14.500.000  
6. Ngangkrik a. Pembuatan Gedung PAUD Tahap I 6.000.000  54 mᶟ 
  b. Pembuatan Gedung PAUD Tahap II 6.000.000  54 mᶟ 
 Jumlah 6 12.000.000  
7. Sebayu Saluran Pembuangan Air Limbah (SPAL) 1.500.000  3 Unit 
 Jumlah 7 1.500.000  
8. Temulawak Perbaikan Salur Irigasi 4.000.000  30 mᶟ 
 Jumlah 8 4.000.000  
9. Panggeran XII a. Rehab Jalan RT 07 RW 43 1.000.000  16 mᶟ 
  b. Rehab Jalan RT 06 RW 43 1.000.000  13 mᶟ 
  c. Pengerasan Jalan 2.500.000  25 mᶟ 
  d. Perbaikan Jalan RT 04 RW 43 1.500.000  28 mᶟ 
  e. Pengerasan Jalan 5.000.000  50 mᶟ 
  f. Perbaikan Jalan RT 05 RW 43 1.000.000  11 m 
 Jumlah 9 12.000.000  
10. Panggeran IX Pendampingan Pembuatan Saluran Tersier 5.000.000  30 mᶟ 
 Jumlah 10 5.000.000  
11. Murangan VII a. Perbaikan Selokan 7.000.000  50 m 
  b. Saluran JUT 5.000.000  42,4 mᶟ 
 Jumlah 11 12.000.000  
12. Murangan VIII a. Pembuatan MCK 7.000.000  2 Unit 
  b. SPAL 1.500.000  5 Unit 
  c. SPAH 1.500.000  3 Buah 
  d. Perbaikan Jalan 3.000.000  30 mᶟ 
  e. Perbaikan Jalan 15.000.000  26 mᶟ 
  f. Konblok Jalan 2.000.000  11 mᶟ 
 Jumlah 12 30.000.000  
TOTAL JUMLAH 1-12 131.150.000  
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Berlakunya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dirasakan 
menjadi angin segar bagi desa. Adanya undang-undang ini menjadi 
dasar hukum dari diakuinya desa sebagai suatu daerah otonomi sendiri. 
Dalam hubungannya dengan desentralisasi fiscal yang menjadi pokok 
dari berlakunya undang-unadang tersebut yaitu terkait dengan 10% 
dana dari APBN untuk desa diseluruh Indonesia, dimana setiap desa 
akan menerima dana kurang lebih besar 1 Milyar per tahun. 
Pembagian anggaran yang hampir seragam berkisar 1 Milyar padahal 
kapasitas pengelolaan pemerintah sangat beragam ( hal ini akan 
diantisipasi melalui aturan-aturan desentralisasi fiscal yang mengatur 
besarnya anggaran desa berdasarkan kebutuhan serta kemampuannya 
mengelola melalui peraturan pemerintah. 
Dana desa dikelola secara tertib, taat pada ketentuan peraturan 
perundangundangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan 
bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan 
kepatutan serta mengutamakan kepentingan masyarakat setempat. 
Pemerintah menganggarkan Dana Desa secara nasional dalam APBN 
setiap tahun. Dana Desa sebagaimana bersumber dari belanja 
Pemerintah dengan mengefektifkan program yang berbasis Desa 
secara merata dan berkeadilan. Dana Desa sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 5 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 
Tahun 2014 Tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran 
Pendapatan Dan Belanja Negara ditransfer melalui APBD 
kabupaten/kota untuk selanjutnya ditransfer ke APBDesa. Dana Desa 
setiap kabupaten/kota dialokasikan berdasarkan perkalian antara 
jumlah di setiap kabupaten/kota dan rata-rata Dana Desa setiap 
provinsi. Rata-rata Dana Desa setiap provinsi sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dialokasikan berdasarkan jumlah desa dalam provinsi 
yang bersangkutan serta jumlah penduduk kabupaten/kota, luas 
wilayah kabupaten/kota, angka kemiskinan kabupaten/kota, dan 
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tingkat kesulitan geografis kabupaten/kota dalam provinsi yang 
bersangkutan. 
Pasal 27 Ayat (1) Peraturan Pemerintah  Nomor 22 Tahun 2015 
, disebutkan bahwa adanya sanksi bagi daerah dan desa yang tidak 
mengelola dana desa dengan baik. kriteria yang digunakan adalah: 
 Adanya SILPA (Sisa Lebih Perhitungan Anggaran) dari 
APBDes lebih dari 30% di akhir tahun anggaran. Sanksi 
yang diterapkan adalah sanksi administrative berupa 
pendundaan pencairan dana desa tahap berikutnya oleh 
Menteri Keuangan dan pemotongan dana desa tahun 
berikutnya 
 Jika Bupati/Walikota tidak segera menyalurkan dana desa 
ke rekening desa (lebih dari 15 hari) setelah desa memenuhi 
kewajibannya, Menteri Keuangnan dapat melakukan 
penundaan penyaluran Dana Alokasi Umum dan Dana Bagi 
Hasil yang menjadi hak Kabupaten/Kota bersangkutan 
Berdasarkan data yang diperoleh dari Desa Triharjo 
Pelaksanaan Pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo dari segi 
regulasi  penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sleman ke 
Pemerintah Desa Triharjo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa, selanjutnya pada tingkat Peraturan Pemerintah 
yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan 
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang 
Pemerintah Desa dan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa Juncto Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 
2015 Tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 
Tentang Dana Desa. Peraturan-peraturan tersebut didukung dengan 
adanya Peraturan Mentri Dalam Negri Nomor 113 Tentang 
Pengelolaan Keuangan Desa serta Peraturan Mentri Desa, 
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Pembagungan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 5 Tahun 
2015 Tentang Penetapan Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 
2015. 
Pilihan prioritas jatuh pada pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa didasari oleh beberapa pertimbangan, 
pertama penggunaan dana desa untuk pembangunan desa dan 
pemberdayaan masyarakat desa pada dasarnya menjadi bagian dari 
dimensi pemerataan dalam pembangunan nasional, agar dana desa 
menyentuh langsung kepada kepentingan masyarakat setempat, untuk 
tujuan pengurangan kemeskinan dan ketimpangan. Kedua prioritas 
dana desa disesuaikan dengan prioritas nasional yang tertuang dalam 
NAWACITA, yakni infrastruktur, pangan dan energy, sekaligus juga 
penguatan desa dalam rangka membangun indonesua dari pinggiran. 
Ketiga pemerintah membina dan memberdayakan desa agar para 
pemangku desa tidak terjebak pada aspek administrasi pemerintah desa 
yang semit, melainkan desa mempunyai peranan (emansipasi) dalam 
memberikan manfaat nyata kepada masyarakat melalui pembangunan 
pemberdayaan. (Sutoro Eko.2016: 54) 
Pedoman pokok mengenai penyelenggaraan pembangunan desa 
tersebut antara lain mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negri 
No.114/2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, pemendagri  No 
113/2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, serta Peraturan 
Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi 
No21/2016 Tentang Pedoman Penggunaan Dana Desa, dimana secara 
teknis operasional dan sistematis dijabarkan prinsip gotong-royong, 
keswadayaan, mengutamakan penggunaan sumber daya manusia dan 
alam local, mengembangkan potensi, asset dan daya guna ilmu 
pengetahuan serta kearifan setempat, dalam praktek pembangunan 
desa. (Sutoro Eko.2016: 51-52) 
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Pemerintah Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman 
Nomor 9 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam 
rangka memberikan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja desa, perubahan anggaran pendapatan dan belanja desa, 
perhitungan anggaran pendapatan dan belanja desa, dan 
pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan belanja desa kepada 
desa perlu menetapkan pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan 
belanja desa dengan Peraturan Bupati. Pemerintah Desa Triharjo 
mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 2015 Tentang 
Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang digunakan sebagai 
dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo. 
Peran pemerintah desa triharjo dalam pengelolaan Dana Desa 
telah sesuai merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam 
peraturan peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna 
pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di 
berikan Menteri Desa Pembanguann Desa Tertinggal dan 
Transmigrasi. 
 
C. Hambatan-Hambatan yang Timbul dalam Pengelolaan Dana Desa 
di Desa Triharjo Kecamatan Sleman Kabupaten Sleman 
Dana desa merupakan hal yang baru bagi pemerintahan daerah, 
khususnya pemerintahan desa di seluruh Indonesia. Potensi masalah 
yang timbul menjadi hambatan dalam pegelolaan dana desa yaitu 
belum lengkapnya regulasi dan petunjuk teknis pelaksanaan yang 
diperlukan dalam pengelolaan keuangan desa. UU No. 6 tahun 2014, 
disahkan pada 15 Januari 2014, untuk diimplementasikan di 2015. 
Menindaklanjuti hal tersebut, pemerintah segera menyiapkan peraturan 
pelaksananya. Terdapat 2 (dua) Peraturan Pemerintah (PP) sebagai 
peraturan pelaksana yang mengatur UU No. 6 tahun 2014 yakni: 
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a. PP No. 43 tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanan UU No. 6 
tahun 2014 tentang Desa yang disahkan pada 30 Mei 2014. 
b. PP No. 60 tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang disahkan pada 21 
Juli 2014. PP ini kemudian dirubah kembali melalui PP No. 22 
tahun 2015 yang ditetapkan pada 29 April 2015. 
Untuk pedoman teknis pelaksanaan kedua PP tersebut, 
Kementerian teknis terkait dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri 
dan Kementerian Desa PDTT, menyusun Peraturan Menteri yang 
menjadi acuan bagi pengelolaan dana di desa. Peraturan tersebut antara 
lain; 
a. Peraturan Kementerian Dalam Negeri: 
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa, 
yang disahkan pada 31 Desember 2014. 
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa, yang 
disahkan pada 31 Desember 2014. 
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa, yang 
disahkan pada 31 Desember 2014. 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
114 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Desa, yang 
disahkan pada 31 Desember 2014. 
b. Peraturan Kementerian Desa, Transmigrasi dan Desa Tertinggal: 
1. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul 
dan Kewenangan Lokal Berskala Desa, yang disahkan pada 25 
Januari 2015. 
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2. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 
Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan 
Keputusan Musyawarah Desa yang disahkan pada 28 Januari 
2015. 
3. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2015 
Tentang Pendampingan Desa yang disahkan pada 28 Januari 
2015. 
4. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 
Tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan, dan 
Pembubaran Badan Usaha Milik Desa yang disahkan pada 13 
Februari 2015. 
5. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan 
Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2015 
Tentang Penetapan Prioritas Dana Desa Tahun 2015 yang 
disahkan pada 13 Februari 2015. 
 
Kepala Desa wajib menyampaikan laporan realisasi dana desa 
kepada Bupati/Walikota. Penyampaian laporan realisasi Dana Desa 
tersebut terdapat ketentuan pelaporan dengan dua tahapan yang harus 
dilakukan dimana pelaporan realisasi penggunaan dana desa Smester I 
paling lambat minggu keempat bulan Juli tahun anggaran berjalan; dan 
Semester II paling lambat minggu keempat bulan Januari tahun 
anggaran berikutnya. Bupati/walikota menyampaikan laporan realisasi 
penyaluran dan konsolidasi penggunaan Dana Desa kepada Menteri 
dengan tembusan menteri yang menangani Desa, menteri 
teknis/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian terkait, dan 
gubernur paling lambat minggu keempat bulan Maret tahun anggaran 
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berikutnya, pelaporan tersebut wajib dilakukan. Pengaturan mengenai 
penyampaian laporan realisasi dana desa tersebut di jelaskan di dalam 
pasal 24  Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 Dana 
Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.  
Desa Triharjo sebagai salah satu desa yang mendapatkan Dana 
Desa wajib melaporkan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan tersebut 
diatas, namun terdapat hambatan yang terjadi dimana pedukuhan yang 
mendapatkan dana stimulant yang di kucurkan oleh Desa Triharjo 
dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan hal itu 
terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Dana 
Desa. Hal itu berpengaruh pula dengan penyampaian realiasasi dana 
desa di Desa Triharjo kepada Bupati Sleman sehingga tidak sesuainya 
dengan ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 
2015. 
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BAB IV 
PENUTUP 
G. Simpulan 
Berdasarkan uraian mulai dari Bab I hingga Bab III maka dapat 
disimpulkan hal-hal sebgai berikut: 
1. Secara regulatif penyaluran Dana Desa dari Pemerintah Daerah Sleman 
ke Pemerintah Desa Triharjo telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 
dari tingkat Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
2014 Tentang Desa hingga tingkat Peraturan Pemerintah yaitu Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa juncto Peraturan 
Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 Tentang Perubahan Peraturan 
Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 Tentang Dana Desa. Pemerintah 
Sleman mengeluarkan Peraturan Bupati Sleman Nomor 9 Tentang 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dalam rangka memberikan 
pedoman penyusunan anggaran pendapatan dan belanja desa, perubahan 
anggaran pendapatan dan belanja desa, perhitungan anggaran pendapatan 
dan belanja desa, dan pertanggungjawaban anggaran pendapatan dan 
belanja desa kepada desa perlu menetapkan pedoman penyusunan 
anggaran pendapatan dan belanja desa dengan Peraturan Bupati. 
Pemerintah Desa Triharjo mengeluarkan Peraturan Desa Nomor 6 Tahun 
2015 Tentang Anggaran dan Pendapatan dan Belanja Desa yang 
digunakan sebagai dasar pengelolaan Dana Desa di Desa Triharjo. Peran 
pemerintah desa triharjo dalam pengelolaan Dana Desa telah sesuai 
merujuk kepada ketentuan yang telah di atur di dalam peraturan 
peraturan yang berlaku, Dana Desa yang di prioritaskan guna 
pembangunan infrastruktur desa di jalankan atas dasar arahan yang di 
berikan Menteri Desa Pembanguann Desa Tertinggal dan Transmigrasi. 
 
ix 
 
2. Desa Triharjo sebagai salah satu desa yang mendapatkan Dana Desa 
wajib melaporkan realisasi Dana Desa sesuai ketentuan di jelaskan di 
dalam pasal 24 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Dana Desa yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Negara. Desa Triharjo memiliki hambatan dalam hal pelaporan tersebut, 
dimana pedukuhan yang mendapatkan dana stimulan dari Desa Triharjo 
dalam penyampaian laporannya sering terjadi keterlambatan. Hal itu 
terjadi karena pihak pedukuhan tersebut belum terbiasa dengan Dana 
Desa. Hal itu berpengaruh pula dengan penyampaian realiasasi dana desa 
di Desa Triharjo kepada Bupati Sleman sehingga tidak sesuainya dengan 
ketentuan di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2015 tentang 
Dana Desa. 
 
H. Saran 
Berdasarkan uraian simpulan diatas, Penulis memberikan saran-saran 
sebagai berikut: 
1. Perlunya meningkatkan pendampingan dari kementrian Desa, 
Pembangunan Daerah tertinggal dan Transmigrasi agar dalam 
pengimplementasiannya dapat sesuai dengan peraturan yang berlaku. 
2. Pensosaliasian terkait pelaksanaan teknis pengelolaan dana desa yang 
dilakukan secara rutin agar dalam pengimplementasiannya sesuai dengan 
apa yang ditetapkan dalam peraturan peraturan terkait.  
3. Pendampingan dalam pengelolaan Dana Desa sebaiknya menujuk seorang 
yang ahli dibidang keuangan dan perencanaan keuangan seperti Akuntan, 
sehingga dalam pengelolaan Dana Desa tersebut dapat didampingi 
sekaligus diawasi sehingga dapat meminimalisir terjadinya penyimpangan 
dalam penggunaan Dana Desa. 
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